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KENDARAAN DINAS SEWA 
 
2024 

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efesiensi 
anggaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon, serta menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat eselon II,       
eselon III dan eselon IV, perlu didukung dengan sarana 
kendaraan dinas jabatan melalui metode sewa; bahwa 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39       
Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2025, diamanatkan Sewa Kendaraan berfungsi 
sebagai Kendaraan Dinas atau sebagai pengganti pengadaan 
kendaraan melalui pembelian; 
 
- Dasar Hukum :  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam 
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-
Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014          
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang          
Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi 
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 7045); Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Presiden     



Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia           
Tahun 2018 nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1           
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 144); Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Pejabat 
Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 310); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Nomor 117); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang 
Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 
 
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB, 

yaitu: 

BAB I KETENTUAN UMUM 

BAB II ASAS PENGGUNAAN 

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN 
PEMANFAATAN 



BAB IV TATA CARA PENYEWAAN DAN SPESIFIKASI 
KENDARAAN 

BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN 

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

BAB VII SANKSI 

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN 

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN 

BAB X KETENTUAN PENUTUP  

 

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 
Oktober tahun 2024. 

- Lampiran : 1 
   

 


